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MOTO 

 

 

 “Apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat.” 

 

(terjemahan Surat Al-Mujadilah ayat 11)
*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*)

 Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. Al Qur’an dan Terjemahannya. 

Bandung: Sinar Baru Algensindo. 
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RINGKASAN 

 

 

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa 

Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; Siska 

Tri Noer Aisah, 140903101055; 2017: 103 halaman; Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan salah 

satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi yang 

ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak, yang menerapkan 

With Holding System, dimana pihak ketiga (pemberi penghasilan) sendiri 

diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemotongan pajak kepada 

pihak lain yang menerima penghasilan, sebesar jumlah pajak yang terhutang. 

Lahan yang di miliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sendiri 

dari Kabupaten Jember sampai Kabupaten Bondowoso seluas 580 Ha, berupa 

gudang pengering, gudang pengolah, rumah dinas, dan lahan untuk penanaman 

tanaman kakao, dimana lahan yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember tidak ada yang dibuat untuk penanaman tembakau, karena lahan 

yang dimiliki terlalu keras dan tidak cocok untuk di tanami tembakau. Maka dari 

itu PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melakukan penyewaan 

lahan kepada masyarakat-masyarakat sekitar untuk lahan penanaman tembakau 

sebanyak 365 lahan untuk bulan Januari 2017.   

Hal ini PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember selaku 

penyewa memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penyewaan lahan. 
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Penghitungan mengenai penghasilan yang diperoleh dari penyewaan tanah 

dan/atau bangunan sebagimana sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 

29 Tahun 1996 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002, 

dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final dengan tarif 10% dari  jumlah 

bruto nilai persewaan. Final dalam hal ini tidak dapat dikreditkan dengan Pajak 

Penghasilan terutang dalam tahun pajak berikutnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa setiap bulannya PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam memotong Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan terbilang 

cukup besar nominalnya, yaitu untuk bulan November 2016 sebesar Rp 

188.220.333 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 1.882.203.330, untuk bulan 

Desember 2016 sebesar Rp 318.477.166 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 

3.184.771.660, dan untuk bulan Januari 2017 sebesar Rp 236.267.556 dari Nilai 

Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 2.362.675.560. 

Sebagaimana kewajiban PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember selaku penyewa lahan selain memiliki kewajiban untuk memotong pajak 

juga melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final 

terutangnya paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya ke Bank Persepsi 

atau Kantor Pos dan Giro, dan melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya 

ke Kantor Pelayanan Pajak. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 634/UN25.1.2/SP/2017, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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PRAKATA 

 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa 

Lahan Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”. Laporan ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III 

pada Program Studi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember; 

2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku Dosen Supervisi yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata; 

5. Yeni Puspita, S.E.,M.E., selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, 

yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam 

penyusunan laporan ini; 

6. Drs. Abdul Kholiq Azhari., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik; 

7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan; 

8. Untung Mulyono, S.E., selaku General Manager yang telah mengijinkan 

penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X 

Kebun Kertosari Jember; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


x 

 

9. Ardian Widi Nugroho, S.E., selaku Manajer Keuangan SDM dan Umum di PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; 

10. Karmaji, S.T., selaku Asisten Manajer SDM di PT Perkebunan Nusantara X 

Kebun Kertosari Jember; 

11. Wedy Yunanto, S.H., selaku Asisten Manager Aset di PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember; 

12. Dedy Krisna, S.E., selaku bendahara di PT Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember yang membimbing dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata; 

13. Seluruh staf dan karyawan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja 

Nyata; 

14. Seluruh keluarga besarku, terutama bapak dan ibu ku tercinta, terimakasih atas 

do’a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini; 

15. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2014 semoga 

perjuangan kita akan selalu berlanjut; dan 

16. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek 

Kerja Nyata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi 

kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat 

bermanfaat. 

 

Jember, 21 April 2017 

Penulis       
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini giat 

melaksanakan peningkatan pembangunan di segala bidang, khususnya 

Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional sangatlah penting dan harus 

diperhatikan dengan serius oleh pihak pemerintah maupun pihak masyarakat 

sendiri, karena Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung 

terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agar terealisasikannya tujuan 

tersebut sangat perlu memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan 

pembangunan. Maka usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau 

negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari 

dalam negeri berupa pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital karena pajak 

menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara, yang berguna untuk 

membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi 

anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan, 

tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami reformasi dimana sistem 

perpajakan Indonesia menganut sistem campuran, yaitu Official Assessment, Self 

Assessment, dan With Holding System. With Holding System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiksus 

bukan juga wajib pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak 

terhutang yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  Pasal 
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1 ayat (3), Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan       

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

 PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan salah 

satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi yang 

ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Jenis pajak yang 

dipungut PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, yaitu Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 

21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final. 

Produk utama yang dihasilkan adalah tembakau, sedangkan produk sampingannya 

kakao. Lahan yang di miliki PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember 

sendiri dari Kabupaten Jember sampai Kabupaten Bondowoso seluas 580 Ha, 

berupa gudang pengering, gudang pengolah, rumah dinas, dan lahan untuk 

penanaman tanaman kakao, dimana lahan yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember tidak ada yang dibuat untuk penanaman tembakau, 

karena lahan yang dimiliki terlalu keras dan tidak cocok untuk di tanami 

tembakau. Maka dari itu PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember 

melakukan penyewaan lahan kepada masyarakat-masyarakat sekitar untuk lahan 

penanaman tembakau sebanyak 365 lahan untuk bulan Januari 2017.  

Hal ini penulis memfokuskan membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 

4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan. Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak 
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Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2002, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang 

diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai 

Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. Namun, dalam 

hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang 

terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau 

memperoleh penghasilan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau 

dibayar sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai 

persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. 

Tercatat data grafik pemotongan sewa lahan yang dilakukan PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember untuk bulan November 2016, 

Desember 2016, dan Januari 2017 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Lahan PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. (Sumber: Bagian 

Perpajakan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, 2017) 

 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa setiap bulannya PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 

ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan terbilang cukup besar 

nominalnya, yaitu untuk bulan November 2016 sebesar Rp 188.220.333 dari Nilai 

Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 1.882.203.330, untuk bulan Desember 2016 

Nov-16 Des-2016 Jan-17

Nilai Objek Pajak Rp1,882,203,330 Rp3,184,771,660 Rp2,362,675,560

PPh yang Dipotong Rp188,220,333 Rp318,477,166 Rp236,267,556

 Rp-

 Rp500,000,000

 Rp1,000,000,000

 Rp1,500,000,000

 Rp2,000,000,000

 Rp2,500,000,000

 Rp3,000,000,000

 Rp3,500,000,000

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4 

 

sebesar Rp 318.477.166 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 3.184.771.660, 

dan untuk bulan Januari 2017 sebesar Rp 236.267.556 dari Nilai Objek Pajak 

(NOP) sebesar Rp 2.362.675.560, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui 

serangkaian proses pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam hal kewajiban perpajakan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan untuk Penanaman Tambakau, 

namun selain dilakukan kegiatan Pemotongan hal ini juga berhubungan dengan 

kegiatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak, sehingga penulis memutuskan untuk 

menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final Atas Sewa Lahan Pada PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final 

atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma 

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan 

manfaat, yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT Perkebunan Nusantara X 

Kebun Kertosari Jember secara umum bertujuan untuk: 

a. Mengetahui dan memahami secara Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X 

Kebun Kertosari Jember; dan 

b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan administrasi 

perpajakan khususnya Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final 

atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.  
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan lebih jelas mengenai Prosedur 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan;  

2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh 

selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan 

3) Memperoleh pengalaman kerja, dan menambah keterampilan yang 

berkaitan tentang Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Final atas Sewa Lahan. 

b. Bagi Universitas 

1) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada 

perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi 

Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 

2) Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

pengalaman Praktek Kerja Nyata (PKN); dan 

3) Sebagai sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dan 

Universitas Jember untuk meningkatkan hubungan kerjasama, baik yang 

bersifat akademis maupun non akademis.  

c. Bagi Perusahaan atau Instansi yang bersangkutan 

1) Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia perusahaan atau 

instansi sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis; dan 

2) Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

d. Bagi Stakeholder 

1) Memberikan informasi tentang Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2) Final khususnya bagi pengusaha yang melakukan 

penyewaan lahan dan/atau bangunan; dan 

2) Memberikan pelayanan perpajakan kepada pengusaha. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

Menurut Susanto (2004:198), Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau 

kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Menurut 

Nafarin (2007:9), Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan 

dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Menurut Mulyadi 

(2008:5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-

ulang. Berdasarkan uraian mengenai definisi prosedur tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan 

data atau urutan kegiatan secara sistematis dan jelas yang melibatkan beberapa 

orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

  

2.2 Pengertian Pemotongan dan Pemungutan 

a. Pengertian Pemotongan 

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak 

yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan 

dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima 

penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran 

serta pelaporannya. Misalnya, pemotongan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 

(2), Pasal 21/26, Pasal 23/26 (http://www.bppk.kemenkeu.go.id). 

b. Pengertian Pemungutan 

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang 

atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah 

pembayaran atas perolehan barang. Misalnya, pemungutan untuk PPN dan 

PPnBM (http://www.bppk.kemenkeu.go.id). 
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2.3 Konsep Perpajakan 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Andriani dalam 

Waluyo (2007:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah salah satu bentuk kontribusi 

yang bersifat wajib bagi rakyat kepada negara yang diatur Undang-Undang berupa 

pembayaran iuran secara berkala atas dasar tertentu yang akan menjadi 

penerimaan negara yang selanjutnya akan dikelola untuk membiayai proses 

pembangunan negara. 

 

2.3.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi budgetair 

pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
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2.3.3 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak 

Pengertian Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak menurut 

Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut: 

a. Subjek pajak 

orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

b. Objek pajak 

 bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan yang dapat 

menimbulkan hutang pajak. 

c. Wajib pajak 

orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan daerah 

yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk 

pemungut atau pemotong pajak. 

 

2.3.4 Pengelompokan Pajak 

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga 

pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: 

Pajak Penghasilan; dan 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 

Pajak Penghasilan; 

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
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c. Menurut lembaga pemungutannya 

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a) Pajak provinsi, terdiri dari: 

(1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

(4) Pajak Air Permukaan; dan 

(5) Pajak Rokok. 

b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari 

(1) Pajak Hotel; 

(2) Pajak Restoran; 

(3) Pajak Hiburan; 

(4) Pajak Reklame; 

(5) Pajak Penerangan Jalan; 

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

(7) Pajak Parkir; 

(8) Pajak Sarang Burung Walet; 

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan 

(10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Tata cara pemungutan pajak mengenai stelsel pajak, asas pemungutan 

pajak, dan sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:6) adalah sebagai 

berikut: 
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a. Stelsel pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: 

1) Stelsel nyata (riel stelsel) 

Penggenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel 

nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan 

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 

(setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Penggenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel 

ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus 

menunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir 

tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila 

besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 

anggaran, maka Wajib Pajak harus menambah, dan sebaliknya jika lebih 

kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

negeri. 
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2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhitungkan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenakan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Ciri-cirinya: 

a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 

b) wajib pajak bersifat pasif; dan  

c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2) Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya: 

a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri; 

b) wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; dan 

c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-

cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak ynag terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
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2.3.6 Tarif Pajak 

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) terbagi menjadi 4 macam, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsinya terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak 

didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.  

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya 

tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun 

adalah Rp 3.000,00.  

c. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakain besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 

Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Diatas Rp 500.000.000,00  30% 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakain besar. 

b. Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap. 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil. 

d. Tarif degresif 

Persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. Contoh: seperti bea cukai, hal ini dimaksudkan untuk memicu 

agar lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor). 
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2.4 Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan merupakan komponen dalam penerimaan pajak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), definisi 

penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penerimaan 

dari sumber tertentu tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. 

Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak merupakan 

ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-

sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan 

pembangunan. Menurut Mardiasmo (2011:155) pengertian Pajak Penghasilan 

adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.  

 

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan 

Mardiasmo (2011:155) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak penghasilan 

adalah sebagai berikut: 

a. 1) Orang pribadi; 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak; 

b. Badan; dan 

c. Bentuk usaha tetap (BUT). 

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi: 

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari: 

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu 

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia; 

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan 

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 
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b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari: 

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalaui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 

2.4.2 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2011:158) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan 

adalah sebagai berikut: 

a. Badan perwakilan negara asing; 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan, dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah 

yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


15 

 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasioanal yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia 

dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2011:159) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan 

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
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pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkuaan; dan 

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiyaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

r. Surplus Bank Indonesia. 
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2.4.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2011:161) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk objek pajak penghasilan 

adalah sebagai berikut: 

a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan 

para penerima zakat yang berhak; 

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 

badan sosial atau pegusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Warisan; 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib 

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib 

Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan 

norma perhitungan khusus (deemed profit);  

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) bagi perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 
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jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar 

kepemilikan saham tersebut; 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan; dan 

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) menurut Pohan (2014:370) 

menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang bersifat final, yang artinya bahwa 

setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang 

dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan 

lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 

(2) dipotong atas: 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

 

2.5.2 Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final 

 Menurut Pohan (2014:370) karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 

(2) Final adalah sebagai berikut: 

a. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah; 

b. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan 

penghasilan lainnya (dianggap selesai/rampung); 

c. Jumlah PPh final yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain 

tidak dapat dikreditkan; 
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d. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan 

PPh final tidak dapat dikurangkan. 

 

2.5.3 Tata Cara Umum Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 

ayat (2) Final 

 Menurut Pohan (2014) tata cara umum penyetoran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final adalah sebagai berikut: 

a. Penyetoran pajak 

1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak 

Penghaasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh 

Menteri Keuangan; 

2) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya 

setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri 

Keuangan; 

3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 

(2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur 

nasional, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)  dapat dilakukan 

pada hari kerja berikutnya.  

b. Pelaporan pajak 

1) Wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran 

pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut 

PPh, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak 

berakhir; 

2) Dalam hal batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, 

penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. 
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2.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan dan/atau 

Bangunan 

2.6.1 Pengertian 

 Penghasilan dari persewahan tanah dan/atau bangunan yang dimaksud 

adalah penghasilan persewahan tanah, rumah, rumah susun, aparteman, 

kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan 

termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, gudang dan bangunan industri. Yang 

dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang 

dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, 

termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service 

charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan 

dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan (Pohan, 2014:395). 

 

2.6.2 Objek Pemotongan Pajak 

 Menurut Pohan (2014) menjelaskan objek pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2) Final seperti penjelasan diatas yaitu penghasilan yang diterima 

atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan dengan persewaan tanah 

dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, aparteman, kondominium, 

gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk 

bagiannya, rumah kantor, toko, gudang dan bangunan industri, terutang pajak 

penghasilan yang bersifat final. 

 

2.6.3 Pemotong Pajak 

 Pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) menurut Pohan (2014), 

yaitu apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam 

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilannya yang terutang wajib dipotong oleh 

penyewa. Dan apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak 

Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayarkan sendiri oleh pihak 

yang menyewakan. 
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2.6.4 Tarif Pajak 

Menurut Pohan (2014) besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi 

Wajib Pajak orang pribadi maupaun Wajib Pajak badan yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dari persewaaan tanah dan atau bangunan adalah 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan 

bersifat final. 

PPh (Final) = 10% x Bruto 

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang 

dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunaan yang disewa termasuk 

biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan 

“service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang 

disatukan. 

 

2.7 Akuntansi Pajak 

2.7.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Menurut Supriyanto (2011:2) Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu 

akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan 

laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang 

dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi 

pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat 

ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan 

kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar 

pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

2.7.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menurut Supriyanto (2011:68) adalah 

salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan 

kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) seperti penghasilan 

deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final maksudnya adalah 

kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan 

pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan 

tersebut dan wajib pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak 

tersebut.  

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) bagaimana proses pencatatan 

transaksi kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Ketika perusahaan 

menerima penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain sebagaimana yang 

telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini merupakan 

bersifat final sehingga nantinya tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang 

tahunan perusahaan. Oleh karena itu ketika menerima penghasilan ini maka 

perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya/pengeluaran biasa sebagai berikut:  

Kas        xxx  

Pedapatan Deposito/Hadiah/lainnya    xxx  

(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)  

Beban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)  xxx  

Kas         xxx  

(Mencatat Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipungut) 

Bagi perusahaan yang memungut/memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

ini akan mencatat sebagai berikut:  

Beban Bunga Deposito/Hadiah/lainnya   xxx  

Kas         xxx  

(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)  

Kas        xxx  

Utang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)   xxx  

(Mencatat Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipungut) 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 

harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, guna menyusun Laporan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh 

gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adanya persyaratan tersebut, maka 

mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau 

Magang, apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS dari jumlah 

total 111 SKS yang harus diselesaikan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini 

berfungsi untuk menerapkan teori-teori yang telah didapat selama pelaksanaan 

kuliah berlangsung ke dalam dunia kerja. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilaksanakan di instansi 

pemerintahan, perusahaan BUMN, BUMD, maupun perusahaan milik swasta 

dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja 

Nyata (PKN) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah 

ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. 

Praktek Kerja Nyata (PKN) yang akan dilaksanakan penulis, sebelumnya 

melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. 

1. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), setiap mahasiswa 

diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah 

yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata (PKN) dan Laporan Hasil 

Praktek Kerja Nyata sejumlah 3 sks. 

2. Mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu 

pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata (PKN)  dan hal-hal lain 

yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata (PKN). Pembekalan ini wajib 

diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

3.  Mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah 

ditentukan. 
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4. Setelah melakukan survei, mahasiswa mengajukan proposal kepada instansi 

terkait. 

5. Mendapat panggilan dan menerima surat balasan dari PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember bahwa telah diterima untuk 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

6. Mahasiswa ke Ketua Program Studi untuk mengisi buku daftar magang yang 

telah disiapkan. Buku tersebut berisi data nama, NIM, tempat magang, surat 

balasan dari instansi, surat tugas magang, dan surat tugas dosen supervisi. 

7. Mahasiswa ke bagian akademik untuk membuat surat tugas yang terdiri dari 

Surat Tugas Magang untuk diserahkan kepada PT Perkebunan Nusantara X 

Kebun Kertosari Jember dan surat tugas Dosen Supervisi. 

8. Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember sesuai dengan jangka waktu yang sudah 

ditentukan. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

3.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan di PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang terletak di jalan Ahmad 

Yani No. 688 Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dan nomor 

telepon (0331) 334177. 

3.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas 

nomor 634/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari 2017 sampai 

dengan 21 Maret 2017 bertempat di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember. 
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Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan sesuai dengan 

jam kerja di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT Perkebunan Nusantara X 

Kebun Kertosari Jember 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin – Jum’at 07.30 – 15.00 WIB 

Sabtu 07.30 – 13.00 WIB 

Minggu Libur 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember (2017) 

 

3.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

3.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis ditempatkan pada 

bagian perpajakan, di bagian perpajakan ini penulis diberi tugas untuk mengecek 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karyawan atas formulir aktivasi e-FIN, 

melakukan pendampingan terhadap karyawan untuk pelaporan Surat 

Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) melalui layanan e-Filling, membantu merekap 

pajak sewa lahan PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember untuk 

bulan Februari 2017, dan membantu mengisi formulir Daftar Bukti Pemotongan 

Pajak Penghaasilan Pasal 4 ayat (2) Final untuk masa pajak Februari 2017. 

Sehingga akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”.  

 

3.3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember 

 

Waktu Pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

(b) 

Penanggung Jawab 

(c) 

20/02/2017 

1. Diterima di PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember oleh bagian Sumber 

Daya Manusia (SDM). 

2. Penempatan di bagian 

Perpajakan. 

3. Membantu mengecek data 

Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) karyawan PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember untuk SPT 

Tahunan 2016 atas formulir 

aktivasi e-FIN. 

1. Karmaji, S.T. 

Asisten Manajer 

SDM 

 

 

2. Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan 

3. Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan 

 

21/02/2017 s.d 

22/02/2017 

Membantu mengecek data 

karyawan tetap PKWT PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember sesuai dengan 

formasi bagian dan penataan 

Tembakau Bawah Naungan (TBN) 

MTT 2017/2018. 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan  

 

23/02/2017 

Mengikuti survey lapangan di 

Kawasan Berikat Unit Industri 

Bobbin, Jelbuk, Jember. 

Bambang Sihono 

Bagian pendataan aset 

perusahaan Bobbin 

 

24/02/2017 
Melanjutkan membantu mengecek 

data karyawan tetap  
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(a) (b) (c) 

 

PKWT PT Perkebunan Nusantara 

X Kebun Kertosari Jember sesuai 

dengan formasi bagian dan 

penataan Tembakau Bawah 

Naungan (TBN) MTT 2017/2018. 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan 

 

25/02/2017 

Mengikuti kegiatan jalan sehat 

bersama seluruh karyawan PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember, di wilayah kerja 

Tembakau Bawah Naungan (TBN) 

IX daerah Bandara Notohadinegoro 

sampai daerah Penataran Rowo.  

Drs. Suryanto 

Kepala Dinas 

Keamanan 

27/02/2017 s.d 

06/03/2017 

Membantu pengisian System 

Application and Product (SAP) 

karyawan kontrak PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember untuk Kebun Kertosari, 

Kebun Ajung, dan Kebun 

Sukowono. 

Karmaji, S.T. 

Asisten Manajer SDM 

07/03/2017 s.d 

09/03/2017 

Membantu merekap pajak sewa 

lahan untuk bulan Februari 2017 

PT Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember. 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan  

10/03/2017 

Membantu mengisi formulir Daftar 

Bukti Pemotongan atau 

Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) 

Final untuk masa pajak Februari 

2017 PT Perkebunan Nusantara X 

Kebun Kertosari Jember. 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan 
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(a) (b) (c) 

11/03/2017 

Mengikuti kegiatan jalan sehat 

bersama seluruh karyawan PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember, di wilayah kerja 

Tembakau Bawah Naungan (TBN) 

XI didaerah Bulangan D s.d. daerah 

Penataran Gambiran. 

Drs. Suryanto 

Kepala Dinas 

Keamanan 

13/03/2017 

Mengambil data e-FIN karyawan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember  

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan 

14/03/2017 s.d 

15/03/2017 

Membantu menata berkas data e-

FIN karyawan PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari 

Jember 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan  

16/03/2017 s.d 

17/03/2017 

Membantu pelaporan Surat 

Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

PPh Pasal 21 karyawan PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember melalui laman 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu 

layanan e-Filing. 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan  

18/03/2017 

1. Mengikuti kegiatan senam pagi 

bersama seluruh karyawan PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari  Jember; 

2. Membantu pelaporan Surat 

Pemberitahuan Elektronik (e-

SPT) PPh Pasal 21 karyawan PT     

Perkebunan Nusantara X Kebun 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan 
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(a) (b) (c) 

 

     Kertosari Jember melalui laman 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu 

layanan e-Filing. 

 

20/03/2017 

Melaporkan SPT PPh Pasal 21, PPh 

Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) 

Final ke Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember. 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan 

21/03/2017 

Membantu pelaporan Surat 

Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) 

PPh Pasal 21 karyawan PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun 

Kertosari Jember melalui laman 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu 

layanan e-Filing. 

Deddy Krisna, S.E. 

Bagian Perpajakan  

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa 

simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa 

bukti pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL), rekapitulasi bukti 

pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL), lampiran perkiraan, bukti keluar 

kas/bank, bukti pembayaran pada Bank Mandiri, Surat Setoran Elektronik (SSE), 

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final, Daftar Bukti Pemotongan 

PPh Pasal 4 ayat (2) Final, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas 

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, dan Bukti Penerimaan Surat 

yang akan dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


31 

 

3.4.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)  

ini diperoleh penulis dari PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember 

lebih tepatnya di bagian perpajakan yaitu Bapak Deddy Krisna, S.E., selaku 

pembimbing selama kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Penulis juga 

mendapatkan data dari bagian Perencanaan dan Pengendalian mengenai 

penyewaan lahan tanaman. Serta memperoleh data dari pihak lain berupa data 

olahan yang memperkuat data primer yaitu, data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, dan lain-lain. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka  

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) ini.  

b. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

melibatkan diri secara langsung atau peninjauan secara cermat dalam kegiatan 

kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi atau riil di 

lapangan. 

c. Wawancara 

Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh 

data dan juga meminta penjelasan terkait beberapa hal yang belum dipahami 

kepada narasumber, yaitu dengan Bapak Deddy Krisna, S.E. selaku bagian 

perpajakan di PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tentang Prosedur Pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai pihak penyewa 

lahan, berkewajiban untuk menghitung dan memotong Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan pada bulan Januari 

2017 dengan mengalikan tarif sebesar 10% dari total Nilai Objek Pajak 

(NOP); 

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat 

tanggal 10 bulan takwin berikutnya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan 

Giro. Hal ini PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetor 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan ke 

Bank Mandiri Jember menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) atau e-

billing system pada tanggal 9 Februari 2017; dan 

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final terutang paling lambat 

tanggal 20 bulan takwin berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang atas sewa lahan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan 

Pajak (SPT) Masa beserta daftar bukti potong pada tanggal 16 Februari 2017. 

Sedangkan terkait poin penting dalam Prosedur Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis menyimpulkan bahwa PT 

Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya sudah tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap Prosedur Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan pada PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis mengharapkan PT Perkebunan 

Nusantara X Kebun Kertosari Jember bisa tetap konsisten dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu 

sumber pemasukan terbesar untuk menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia.  
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi  
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


55 
 

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Magang  
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 10. Gambar Pengukuran Lahan Tanaman 
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Lampiran 11. Bukti Pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan (IPL)  
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Lampiran 12. Rekapitulasi Bukti Pembayaran Imbalan Pemakaian Lahan 

(IPL) 
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Lampiran 13. Kuitansi Pembayaran Lahan 
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Lampiran 14. Surat Perjanjian Penyerahan dan Kuasa Penggarapan Lahan  
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Lampiran 15. Lampiran Perkiraan Pajak  
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Lampiran 16.  Daftar Bukti Potong  
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Lampiran 17. Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas Sewa Lahan 
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Lampiran 18. E-Billing  
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Lampiran 19. Bukti Keluar Kas/Bank  
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Lampiran 20. Bukti Pembayaran Bank Mandiri 
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Lampiran 21. Bukti Penerimaan Negara  
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Lampiran 22. SPT-Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final 
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Lampiran 23. Bukti Penerimaan Surat  
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Lampiran 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

1996 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 1996 

 

TENTANG 

 

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI 

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang : 

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari 

persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan; 

b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib melunasi Pajak 

Penghasilan atas penghasilan tersebut; 

c. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan sesuai dengan 

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu mengatur pembayaran pajak 

penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan 

dengan peraturan pemerintah; 

 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566); 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3263);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK 

PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN 
 

Pasal 1 
 

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari 

persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, 

apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, 

gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan. 
 

Pasal 2 
 

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 

persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib 

membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa 

yang bertindak sebagai Pemotong Pajak. 
 

Pasal 3 
 

1. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (enam persen) 

dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. 

2. Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan 

dan bersifat final. 

Pasal 4 
 

1. Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang 

diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan 

Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang 

jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, maka pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final. 

2. Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang 

diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan 

Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya 

lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum 

dipotong Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak yang menerima penghasilan 
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dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri Pajak 

Penghasilan yang kurang atau belum dipotong sejumlah Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan pembayaran Pajak Penghasilan 

tersebut bersifat final. 

3. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, 

maka penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut dikenakan 

pajak berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan berlaku sanksi-sanksinya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 5 
 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 April 1996 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

 

S O E H A R T O 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 April 1996 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Ttd 

 

M O E R D I O N O 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 46 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 1996 

 

TENTANG 

 

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI 

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

 

UMUM 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan. 

Dengan demikian orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut 

termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf i Undang-undang tersebut. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan 

orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan sesuai 

dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1994, maka perlu diatur cara pembayaran Pajak Penghasilan atas 

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dengan Peraturan 

Pemerintah. 
 

PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
 

Cukup jelas 

 

Pasal 2 
 

Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut bukan Pemotong 

Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri 

oleh yang menyewakan sebagai berikut : 

a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau 

bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib 

Pajak badan; 

b.  Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau 

bangunan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang pribadi. 
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Apabila yang membayar sewa tanah dan/atau bangunan tersebut adalah Pemotong 

Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan yang terutang dipotong oleh penyewa 

atau yang membayarkan sebagai berikut : 

a. Sebesar 6% (enam persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau 

bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah Wajib 

Pajak badan; 

b. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai persewaan tanah dan/atau 

bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah orang 

pribadi. 

 

Pasal 3 
 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 4 
 

Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau 

bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan 

Peraturan Pemerintah ini berlaku, pengenaan Pajak Penghasilannya adalah : 

a. Apabila penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan 

berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1994 sebesar 6% (enam persen) untuk Wajib Pajak 

badan atau sebesar 12% (dua belas persen) untuk Wajib Pajak orang 

pribadi, dan atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut ditetapkan 

sebagai pemotongan pajak yang bersifat final. 

b. Apabila atas penghasilan tersebut belum dipotong Pajak Penghasilan atau 

telah dipotong Pajak Penghasilan yang jumlahnya kurang dari 6% (enam 

persen) untuk Wajib Pajak badan atau kurang dari 10% (sepuluh persen) 

untuk Wajib Pajak orang pribadi, maka atas kekurangan Pajak Penghasilan 

yang terutang tersebut wajib dibayar sendiri oleh yang menyewakan, dan 

atas pembayaran Pajak Penghasilan tersebut ditetapkan sebagai 

pemotongan pajak yang bersifat final. 

c. Apabila atas kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut tidak 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, maka atas penghasilan tersebut akan 

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 

17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1994. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas 

 

Pasal 6 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

3636 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2002 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 

1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS 

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : 

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama 

kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan baik 

badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan; 

 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 

dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3985); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3636); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 
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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG 

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI 

PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang 

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau 

Bangunan, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

"Pasal 2 
 

(1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima 

atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai 

Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. 

(2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak 

Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi 

atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan." 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

"Pasal 3 
 

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final." 
 

Pasal II 
 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Maret 2002 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Maret 2002 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
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Ttd 

 

BAMBANG KESOWO 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 10 

 

PENJELASAN 

ATAS 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2002 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 

1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS 

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN 

 

UMUM 
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan, 

telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari 

persewaan tanah dan/ atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas 

penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/ atau bangunan 

sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan 

perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/ 

atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu 

sebesar 10% (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun 

orang pribadi. 
 

PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Angka 2 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

4174 
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Lampiran 25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

394/KMK.04/1996  

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 394/KMK.04/1996 

 

TENTANG  

 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK 

PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN  

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang : 
 

a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 tentang 

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah 

dan/atau Bangunan, telah diatur tentang kewajiban pembayaran dan 

pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau 

bangunan; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 

TAHUN 1996, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan 

dari persewaan tanah dan/atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri 

Keuangan; 

c. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan tata cara 

pembayaran, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan 

sehubungan dengan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

 

Mengingat : 
 

1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3566); 

2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 

Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


93 
 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3567); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 tentang Pembayaran Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3636); 

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet 

Pembangunan VI; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK 

PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN. 

 

Pasal 1 
 

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, 

apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan 

termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan 

industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

 

Pasal 2 
 

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 adalah : 

a. sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah 

dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau 

bangunan yang disewakan maupun yang menyewakannya adalah Wajib 

Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap; 

b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah 

dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal yang menyewakan adalah 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; 
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c. sebesar 10% (sepuluh persen) dari  jumlah bruto nilai persewaan tanah 

dan/atau bangunan dan bersifat final dalam hal kepemilikan tanah dan/atau 

bangunan yang disewakan adalah milik Wajib Pajak orang pribadi tetapi 

yang menyewakannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk 

usaha tetap. 
 

(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah 

yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk 

apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa 

termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya 

fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara 

terpisah maupun yang disatukan. 

 

Pasal 3 
 

(1) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh penyewa. 
 

(2) Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan 

selain yang tersebut pada ayat (1) Pajak Penghasilan yang terutang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibayar sendiri oleh pihak yang 

menyewakan. 

Pasal 4 
 

Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk : 

a. memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat 

pembayaran atau terutangnya sewa; 

b. memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada orang atau 

badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak 

Penghasilan; 

c. menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, 

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran 

atau terutangnya sewa; 

d. melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak tempat penyewa terdaftar sebagai Wajib Pajak, 

selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran 

atau terutangnya sewa. 
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Pasal 5 
 

Pihak yang menyewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib 

membayar Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final pada bank persepsi atau Kantor 

Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan 

diterima atau diperolehnya sewa. 
 

Pasal 6 
 

(1) Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan/atau 

bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar usaha 

persewaan tanah dan/atau bangunan, atas penghasilan tersebut dikenakan 

Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan 

Laporan Keuangan yang meliputi seluruh kegiatan usahanya. 
 

Pasal 7 
 

(1) Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang 

diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 telah dipotong Pajak Penghasilan 

berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 10 TAHUN 1994 yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pemotongan Pajak Penghasilan 

tersebut bersifat final. 
 

(2)   Dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang 

diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 telah dipotong Pajak Penghasilan yang 

jumlahnya lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau 

belum dipotong Pajak Penghasilan, maka  Wajib Pajak yang menerima 

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan wajib membayar sendiri 

Pajak Penghasilan yang kurang atau belum dipotong tersebut selambat-

lambatnya tanggal 31 Desember 1996. 

 

Pasal 8 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak. 
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Pasal 9 
 

Keputusan ini mulai berlaku  pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini 

dengan penempatannya dalam  

Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Juni 1996 

MENTERI KEUANGAN, 

 

ttd 

 

MAR'IE MUHAMMAD 
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 120/KMK.03/2002 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN 

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN 

DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : 
 

a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan 

telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2002; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, 

pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan 

tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan; 

c. bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan 

tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 

tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan; 

 

Mengingat : 

 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3985); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran 

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174); 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 

TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK 

PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN 

ATAU BANGUNAN. 

 

Pasal I 

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut : 
 

"Pasal 2 

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang 

pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah 

bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. 

(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua 

jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan 

dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau 

bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya 

pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service 

charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang 

disatukan." 

 

Pasal II 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 April 2002 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BOEDIONO 
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Lampiran 26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-227/PJ./2002  

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  

NOMOR KEP-227/PJ./2002  

 

TENTANG  

 

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA 

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH 

DAN ATAU BANGUNAN 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

 

Menimbang : 
 

d. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, perlu 

untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara 

Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari 

Persewaan Tanah dan atau Bangunan; 
 

Mengingat : 
 

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3262), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3984);  

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 

Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), 

sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan 

Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4174); 

8. Keputusan Menteri Keuangan 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan 
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Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari 

Persewaan Tanah dan atau Bangunan; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA 

PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN; 

 

Pasal 1 
 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah 

semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan 

yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan 

service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang 

disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. 

 

Pasal 2 
 

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, 

rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, 

atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, 

gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; 
  

Pasal 3 
 

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi 

maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 

persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 

sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau 

bangunan. 

Pasal 4 
 

Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaaan persewaan tanah dan atau 

bangunan dilakukan melalui: 

(1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, 

Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan 

orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 

(2) Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang 

pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut pada ayat (1).  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


102 
 

 

Pasal 5 
 

(1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib: 

e. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau 

terutang sewa, tergantung peristiwa mana lebih dulu terjadi; 

f. Menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau 

Kantor Pos atau dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa; 

g. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang 

terutang ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 

(dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau 

terutangnya sewa. 

(2) Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam pada Pasal 4 ayat (2), pihak yang menyewakan wajib: 

a. Menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau 

Kantor Pos atau dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan 

takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa; 

b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang 

terutang ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 

(dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau 

terutangnya sewa. 

Pasal 6 
 

(1) Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara 

penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau 

bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya. 

(2) Bagi Wajib Pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan 

tanah dan atau bangunan tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan 

Pasal 25. 

Pasal 7 
 

(1) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 

2002 dan pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan 

tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari 

jumlah bruto nilai persewaan;  

(2)   Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 

2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan 
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atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah 

bruto nilai persewaan;  

(3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya 

setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan 

dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai 

persewaan;  

Pasal 8 
 

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ.41/1996 tanggal 14 Juni 1996 

dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 9 
 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku  pada tanggal 1 Mei 2002 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 April 2002 

DIREKTUR JENDERAL 

 

ttd 

 

HADI POERNOMO 
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